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ABSTRAK


Penelitian ini mencoba untuk mengetahui konstruksi sosial masyarakat di sekitar area makam Kembang Kuning. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan teknik analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara, guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai fokus permasalahan dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini telah dipilih berdasarkan peranannya dalam masyarakat di lingkungan sekitar pemakaman Kembang Kuning sebanyak 5 orang, secara purposif  terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Informan terdiri dari pejabat RW, pemuka agama Islam, ahli waris makam, remaja dilingkungan Kembang Kuning, dan pedagang yang berjualan di area makam.

Temuan dalam penelitian ini didapat beberapa variasi data tentang konstruksi  sosial melalu proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi  terhadap aktifitas  pelacuran di makam Kembang Kuning. Pertama, kontruksi sosial menurut pemuka agama Islam bahwa aktifitas tersebut tidak seharusnya terjadi dan dilakukan di area makam karena bertentangan dengan ajaran agama. Kedua, ketua RW setempat mengkonstuksikan adanya aktifitas prostitusi membawa dampak buruk bagi generasi muda. Ketiga, pedagang yang berjualan di area makam mengkonstruksikan bahwa keberadaan aktifitas pelacuran sangat membantu dirinya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui pelaku pelacuran dan para pelanggannya. Keempat, ahli waris makam yang mengkonstruksikan dengan keberadaan pelacuran di komplek makam akan merugikan terlebih dengan keberadaan makam kerabatnya di pemakaman tersebut. Kelima, remaja yang bertempat tinggal di kawasan sekitar pemakaman Kembang Kuning mengkonstruksikan bahwa adanya aktifitas prostitusi merugikan. Sehingga muncul upaya dari pemerintah dan warga sekitar dengan penertiban, pemagaran makam, dan pemberian penerangan di kompleks pemakaman.   
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ABSTRACT


This research try to recognize about the social construction of people around the Kembang Kuning cemetery area. This research uses descriptive research type with qualitative analysis technique. Data collecting technique in the form of in-depth interview byusing interview manual, in order to get clear depiction concerning to the problem focus in this research. 


Informant of this research had chosen based on his and her role in the neighborhood of people around the Kembang Kuning cemetery as many as 5 persons, as purposively consist of 3 men and 2 women. Informant consist of local stewardship officials, Islamic preacher, tomb beneficiary, youth surrounding Kembang Kuning area, and street trader who selling in cemetery area. 


Findings of this research gained several various data about social construction through internalization process, objectives and externalization toward prostitution activity in Kembang Kuning cemetery area. First, sosial construction according to Islamic preacher figures that those activities is not should be happen and done in cemetery area because against the religion principles. Second, chief of local stewardship officials constructing the activity prostitution bring bad impact for young generation. Third, street traders who sells surrounding cemetery area  constructing that prostitution  activity existence is helpful their consumers. Fourth, tomb beneficiaries who constructing with prostitution existence in cemetery complex  will losing  with her or his relative tombs existence in this cemetery. Fifth, teen who inhabitant near  Kembang Kuning cemetery constructing that prostitution activity losing. Then near efforts from the government and citizen around with curb, fence and lighting in cemetery complex.

Keywords : Social Construction, Prostitution, Kembang Kuning
Pendahuluan
Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Telah diketahui bahwa prostitusi sendiri sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu. Prostitusi cenderung menyebar semakin luas dari tahun ke tahun meskipun prakteknya secara terselubung. Sehingga perlu dilakukan sebuah tindakan guna mempersempit jaringan prostitusi. Pelacuran berasal dari bahasa Latin pro-stituere, yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Sedang prostitue adalah pelacur dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tunasusila. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri . Pelacur adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya . Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan perzinaan dengan menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual berupa menyewakan tubuh (http://ayu.blog.fisip.uns.ac.id/2011/02/25/prostitusi/).


Dalam buku Agama Pelacur Dramatugi Transedental  karangan Prof. Dr. Nur Syam, M.Si (2010) mengatakan bahwasanya, pelacur juga manusia. Mereka adalah bagian dari kita. Ketika manusia lain membutuhkan kehidupan dunia yang profan-materil dan juga dunia yang sakral-kerohanian, sesungguhnya mereka sama. Di dalam kehidupan ini tidak ada seorangpun yang tidak memiliki kebutuhan tentang kehidupan berketuhanan.


Definisi lain mengenai pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilahpekerja seks komersial (PSK).

(sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran)


Di Indonesia pelacur sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa prilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa kemasa.(sumber :mohkusnarto.wordpress.com).
Tinjauan Pustaka


Beberapa faktor yang menyebabkan adanya fenomena pelacuran di antaranya faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Tidak sedikit dari para pelacur ini merupakan korban perkosaan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka sudah kotor dan profesi sebagai pelacur merupakan satu-satunya yang pantas bagi mereka. Karena kehidupan kelam yang mereka alami dulu membuat hati dan moral mereka terpuruk.
Selain itu terdapat faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri, melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan sebagainya.Selain faktor internal dan eksternal ada beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran seperti, tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum atau diluar pernikahan. Hal ini semakin memperbanyak jumlah pelacur, karena tidak adanya sanksi yang tegas yang perlu mereka takuti, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan . Masyarakat sekarang sudah bersifat acuh tak acuh dan cenderung cuek sehingga mereka hanya mengurusi kehidupan pribadi tanpa memperdulikan norma-norma susila dan keagamaan dalam masyarakat, bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Hal ini tidak terlepas dari asimilasi kebudayaan, dimana kebudayaan Barat membuat norma-norma susila dan keagamaan semakin merosot. Sedangkan jenis prostitusi menurut aktivitasnya adalah, prostitusi yang terdaftar, pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. Pelakunya diawasi oleh kepolisian yang bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan (http://ayu.blog.fisip.uns.ac.id/2011/02/25/prostitusi/).


Namun kenyataannya cara ini tidaklah efisien karena kenyataannya tidak adanya kerja sama antara pelacur dengan petugas kesehatan. Dan prostitusi yang tidak terdaftar dimana yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi dan tempatnyapun tidak tertentu, sehingga kesehatannya sangat diragukan. Sedangkan jenis prostitusi menurut jumlahnya adalah, prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator. Sering disebut dengan pelacur jalanan. Mereka biasanya mangkal di pinggir jalan, stasiun maupun tempat-tempat aman lainnya. Para pelacur ini menjalankan profesinya dengan terselubung.

Para pelacur yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi, mereka tidak bekerja sendirian melainkan diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. Biasanya dalam bentuk rumah bordir, bar atau casino. Jenis prostitusi menurut tempat penggolongan atau lokalisasinya yaitu:
Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Seperti lokalisasi Silir di Solo dan Gang Dolly di Surabaya. Dan
Rumah-rumah panggilan. Rumah-rumah panggilan ini memiliki ciri khusus dimana hanya pihak yang terkait saja yang mengetahuinya. Selain itu kegiatannyapun lebih terorganisir dan tertutup. Dibalik front organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat (salon kecantikan, tempat pijat, rumah makan, warnet, warung remang-remang, dll). Di sini sudah memiliki jaringan yang baik dan terorganisir. Tidak sedikit yang melibatkan orang-orang terhormat maupun pihak keamanan yaitu polisi (sumber: http://ayu.blog.fisip.uns.ac.id/2011/02/25/prostitusi).


Pembahasan


Di surabaya, salah satu tempat lokalisasi yang terkenal yaitu Dolly.  Menurut (Purnomo dan Siregar 1982) Dolly, yakni salah satu kawasan pelacuran terbesar di Surabaya. Banyak orang yang pernah mendengar mengenai Dolly. Kompleks Pelacuran "Dolly" berada di kawasan Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kotamadya Surabaya. Hanya sebuah jalan sepanjang kurang lebih 150 meter dengan lebar sekitar 5 meter beraspal cukup halus, hasil Proyek Perbaikan Kampung (Kampung Improvement Project) tahun 1977. Tepatnya, kompleks pelacuran ini berlokasi di Jalan Kupang Gunung Timur V raya. Kalau Jalan Tunjungan dianggap sebagai pusat atau jantung Kota Surabaya, kompleks pelacuran ini bisa dicapai dalam waktu kurang lebih 10 menit dengan kendaraan bermotor. Rentangan antara pusat kota dan kompleks pelacuran "Dolly" ini kurang lebih 1 1/2 kilomenter. Dolly terletak tidak jauh dari pusat kota Surabaya. Kawasan ini baru hidup saat malam hari; sementara itu, kondisinya saat siang hari tidak begitu menarik.


Kota Surabaya berkembang sebagai Kota Metropolitan. Posisi strategis Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis. Menjadi pusat aktivitas sama artinya menjadi jujugan bagi orang dari berbagai daerah. Jumlah penduduk jelas akan semakin meningkat seiring pesona Kota Surabaya yang menjanjikan segala macam kemudahan. Maka tantangan besar berikutnya ialah menyiapkan kehidupan yang layak. Kota Surabaya haruslah tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi penghuninya.(sumber : surabaya.go.id)


Dengan begitu muncul upaya- upaya pemerintah kota Surbaya untuk lebih mensejahterakan warga. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pekerja seks komersial (PSK) di Kota Pahlawan menurun dari tahun ke tahun setelah diberlakukanya larangan penambahan PSK baru. Menurutnya, pada 2009 saja PSK di Surabaya mencapai 3.225 orang, sementara pada 2010 turun menjadi 2.996. Pada 2011 jumlahnya terus turun menjadi 2.027 orang. (sumber : http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/82636/wali-kota-jumlah-psk-di-surabaya-menurunan). Namun begitu nampaknya pelacuran masih menjadi masalah besar dengan dibutuhkan upaya penutupan rumah bordil. Salah satunya yaitu, pemerintah kota (Pemkot) Surabaya akan menutup lokalisasi Bangunsari, kecamatan Dupak. Penututupan tersebut direncanakan akan berlangsung pada 21 Desember 2012 
(Sumber:http://daerah.sindonews.com/read/2012/12/07/23/695476/lokalisasi-bangunsari-kremil-dan-dolly-akan-ditutup).

Dan membutuhkan anggaran di Surabaya dalam rangka mengurangi jumlah pelacuran itu sendiri. Anggaran pengentasan prostitusi salah satunya untuk membeli rumah-rumah bekas bordil ata146u tempat pelacuran di Kota Surabaya pada tahun anggaran 2013 mencapai Rp6,5 miliar (sumber:http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=271379:surabaya-anggarkan-rp65-habisipsk&catid=95:nusantara&Itemid=)



Makin maraknya fenomena pelacuran dan prostitusi di Surabaya telah membuat pemerintah mengatasinya mengingat dampak negatif terhadap kesehatan maupun pengaruh buruknya.Tidak hanya tempat- tempat yang terdaftar tetapi munculnya PSK di tempat liar kerap mengganggu. Salah satunya di makam Kembang Kuning.Makam adalah salah satu bagian dari kota, yang berupa tempat untuk menguburkan seseorang yang telah meninggal. Dalam beberapa tradisi, makam dimaknai tempat pemberhentian antar dunia, bagian dari siklus hidup, hingga wujud penghormatan terhadap nenek moyang. 

Di Surabaya yang heterogen dengan berbagai macam tradisi masyarakat yang ada di dalamnya,  makam juga mendapatkan perhatian. Pada masyarakat pribumi dikenal makam desa atau kampung yang dikelola secara koletif oleh masyarakat sendiri. Wujud dari pengelolaan ini dilaksanakan oleh perkumpulan kematian warga setempat dan juru kunci yang bertugas menjaga dan merawat makam. Pada masyarakat Cina makam merupakan bagian yang cukup penting dari masyarakat. Dalam menentukan lokasi mereka menggunakan ilmu Geomansi atau feng shui. Penghormatan terhadap makam juga dianggap sebagai penghormatan terhadap nenek moyang. Begitu juga dalam masyarakat Arab dimana makam memiliki kaitan dengan kehidupan agama. Pun juga dalam masyarakat Eropa, makam dapat menjadi simbol kereligiusan.  (sumber : Huda, Imam Zuhdi, Undergraduate Theses AirlanggaUniversity 2008)


Munculnya pemukiman liar di kawasan Makam Kembang Kuning Surabaya. Beralih fungsinya Kembang Kuning menjadi tempat prostitusi ilegal bukan disebabkan oleh para pelaku prostitusi saja melainkan juga disebabkan pemukiman liar serta kebijakan Pemerintah kota Surabaya pada tahun 1953-1977dalam usaha menertibkan dan merelokasi tempat pelacuran di Surabaya. Hasil penelitian Kawasan Kembang Kuning: Dari Makam Hingga Lokalisasi Ilegal 1953-1985 dalam penelitian tugas akhur, Evrila Reza Akhmad Zubaidy  menunjukkan bahwa muncul dan berkembangnya pelacuran di kota terkait dengan fakhtor sosio-ekonomi yang sering disebut sebagai faktor pendorong seseorang melacurkan diri. 


Aktifitas pelacuran di tanah makam Kembang kuning adalah suatu fenomena gejala sosial yang baru. Tanah makam yang banyak orang anggap sebagai tempat keramat, pada masa ini digunakan sebagai kawasan prostitusi ilegal. Dilemanya Pemerintah Surabaya dalam pendirian dan pemindahan lokalisasi turut menyumbang andil munculnya prostitusi kawasan makam Kembang Kuning. Selain itu terkait karena pada tahun 1953-1984 terjadi masa transisi Orde Lama ke Orde Baru dimana situasi masa Orde Lama ditandai dengan perekonoimian yang kacau di Indonesia serta banyaknya angka pengangguran dan kemiskinan sebagai imbas serta belum stabilnya situasi politik pada masa itu Selain itu kebutuhan akan rumah tinggal juga mempengaruhi, karena di saat kondisi negara masih dalam proses menata setelah pasca perang kemerdekaan membuat masyarakat mendirikan bangunan-bangunan liar di sembarang tempat, dalam kasus ini pendirian rumah liar di areal makam Kembang Kuning. (sumber : alumni.unair.ac.id)


Keadaan makam kembang kuning yang ramai di malam hari dengan aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial dan pelanggan yang menggunakan jasanya di pinggir- pinggir jalan, bahkan hingga di atas makam selama ini telah menjadi rahasia umum. Hal ini berbeda dengan makam pada umumnya yang biasanya ramai pada pagi hingga siang hari oleh para peziarah, dan sepi sunyi di malam hari dengan kesan sakral. Menariknya, fenomena kegiatan prostitusi di makam Kembang Kuning Surabaya seakan menjadi aktifitas yang biasa oleh warga sekitar makam dengan keberadaannya selama ini.

Banyak masalah yang muncul berkaitan dengan perilaku seksual di kehidupan masyarakat di tanah air. Fenomena pelacuran bukan merupakan sesuatu yang asing lagi dimata masyarakat Indonesia. Meskipun dikatakan “profesi tertua di dunia”. Pelacuran dianggap bukan dianggap lapangan kerja yang sah yang dapat diterima oleh masyarakat kecuali oleh para pelanggan pelacuran itu sendiri. Dunia pelacuran mempunyai kisah panjang dan beraneka ragam di Indonesia. Pelacur sesungguhnya berasal dari kata dasar “lacur” yang berarti malang, celaka, gagal, atau sial, maka pengertian pelacur yang sebenarnya adalah orang-orang(perempuan) yang mederita, gagal, malang, dan sejenisnya. Dimulai sebelum zaman kolonial, melalui masa-masa penjajahan dimana Belanda bermaksud mengendalikan kegiatan pelacuran, selama masa pendudukan Jepang dan selama periode Orde Baru. 


Pelacuran telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Namun menelusuri sejarah pelacuran di Indonesia dapat dirunut mulai dari masa kerajaan-kerajaan Jawa, di mana perdagangan perempuan di pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal (Hull; 1997:1-22). Dua kerajaan yang sangat lama berkuasa di Jawa berdiri tahun 1755 ketika kerajaan Mataram terbagi dua menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanana Yogyakarta. Mataram merupakan kerajaan Islam Jawa yang terletak di sebelah selatan Jawa Tengah. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia (binatara). Kekuasaan raja Mataram sangat besar. Mereka seringkali dianggap menguasai segalanya, tidak hanya tanah dan harta benda, tetapi juga nyawa hamba sahaya. Anggapan ini apabila dikaitkan dengan eksistensi perempuan saat ini mempunyai arti tersendiri.

Raja mempunyai kekuasaan penuh. Seluruh yang ada di atas Jawa, bumi dan seluruh kehidupannya, termasuk air, rumput, daun, dan segala sesuatunya adalah milik raja. Tugas raja pada saat itu adalah menetapkan hukum dan menegakkan keadilan; dan semua orang diharuskan mematuhinya tanpa terkecuali. Kekuasaan raja yang tak terbatas ini juga tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang selir tersebut adalah puteri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lagi merupakan persembahan dari kerajaan lain, ada juga selir yang berasal dari lingkungan keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana. (Sumber: Apriliani, Arinta Erma. 2011. Skripsi Pelacuran Remaja (Studi Tentang Pemaknaan Seks Komersial Di Kalangan Siswi SMA)).
Sebagian selir raja ini dapat meningkat statusnya karena melahirkan anak-anak raja. Perempuan yang dijadikan selir tersebut berasal dari daerah tertentu yang terkenal banyak mempunyai perempuan cantik dan memikat. Reputasi daerah seperti ini masih merupakan legenda sampai saat ini. Koentjoro (1989:3) mengidentifikasi 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan; dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai sumber wanita pelacur untuk daerah kota. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; serta Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur. Kecamatan Gabus Wetan di Indramayu terkenal sebagai sumber pelacur; dan menurut sejarah daerah ini merupakan salah satu sumber perempuan muda untuk dikirim ke istana Sultan Cirebon sebagai selir. (Hull, at al. 1997:2).


Makin banyaknya selir yang dipelihara, menurut Hull, at al. (1997:2) bertambah kuat posisi raja di mata masyarakat. Dari sisi ketangguhan fisik, mengambil banyak selir berarti mempercepat proses reproduksi kekuasaan para raja dan membuktikan adanya kejayaan spiritual. Hanya raja dan kaum bangsawan dalam masyarakat yang mempunyai selir. Mempersembahkan saudara atau anak perempuan kepada bupati atau pejabat tinggi merupakan tindakan yang didorong oleh hasrat untuk memperbesar dan memperluas kekuasaan, seperti tercermin dari tindakan untuk memperbanyak selir. Tindakan ini mencerminkan dukungan politik dan keagungan serta kekuasaan raja. Oleh karena itu, status perempuan pada zaman kerajaan Mataram adalah sebagai upeti (barang antaran) dan sebagai selir.

Bentuk industri seks yang lebih terorganisasi berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda (Hull; 1997:3). Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan seks masyarakat Eropa. Umumnya, aktivitas ini berkembang di daerah-daerah sekitar pelabuhan di Nusantara. Pemuasan seks untuk para serdadu, pedagang, dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke Nusantara. Dari semula, isu tersebut telah menimbulkan banyak dilema bagi penduduk pribumi dan non-pribumi. Dari satu sisi, banyaknya lelaki bujangan yang dibawa pengusaha atau dikirim oleh pemerintah kolonial untuk datang ke Indonesia, telah menyebabkan adanya permintaan pelayanan seks ini. Kondisi tersebut ditunjang pula oleh masyarakat yang menjadikan aktivitas memang tersedia, terutama karena banyak keluarga pribumi yang menjual anak perempuannya untuk mendapatkan imbalan materi dari para pelanggan baru (para lelaki bujangan) tersebut. Pada sisi lain, baik penduduk pribumi maupun masyarakat kolonial menganggap berbahaya mempunyai hubungan antar ras yang tidak menentu. Perkawinan antar ras umumnya ditentang atau dilarang, dan perseliran antar ras juga tidak diperkenankan. Akibatnya hubungan antar ras ini biasanya dilaksanakan secara diam-diam. Dalam hal ini, hubungan gelap (sebagai suami-istri tapi tidak resmi) dan hubungan yang hanya dilandasi dengan motivasi komersil merupakan pilihan yang tersedia bagi para lelaki Eropa. Perilaku kehidupan seperti ini tampaknya tidak mengganggu nilai-nilai sosial pada saat itu dan dibiarkan saja oleh para pemimpin mereka. (Hull; 1997:4).

Situasi pada masa kolonial tersebut membuat sakit hati para perempuan Indonesia, karena telah menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan secara hukum, tidak diterima secara baik dalam masyarakat, dan dirugikan dari segi kesejahteraan individu dan sosial. Maka sekitar tahun 1600-an, pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang keluarga pemeluk agama Kristen mempekerjakan wanita pribumi sebagai pembantu rumah tangga dan melarang setiap orang mengundang perempuan baik-baik untuk berzinah. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apa dan mana yang dimaksud dengan perempuan “baik-baik”. Pada tahun 1650, “panti perbaikan perempuan” (house of correction for women) didirikan dengan maksud untuk merehabilitasi para perempuan yang bekerja sebagai pemuas kebutuhan seks orang-orang Eropa dan melindungi mereka dari kecaman masyarakat. Seratus enam belas tahun kemudian, peraturan yang melarang perempuan penghibur memasuki pelabuhan “tanpa izin” menunjukkan kegagalan pelaksanaan rehabilitasi dan juga sifat toleransi komersialisasi seks pada saat itu (ENOI, dalam Hull; 1997:5).

Tahun 1852, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyetujui komersialisasi industri seks tetapi dengan serangkaian aturan untuk menghindari tindakan kejahatan yang timbul akibat aktivitas prostitusi ini. Kerangka hukum tersebut masih berlaku hingga sekarang. Meskipun istilah-istilah yang digunakan berbeda, tetapi hal itu telah memberikan kontribusi bagi penelaahan industri seks yang berkaitan dengan karakteristik dan dialek yang digunakan saat ini. Apa yang dikenal dengan wanita tuna susila (WTS) sekarang ini, pada waktu itu disebut sebagai “wanita publik” menurut peraturan yang dikeluarkan tahun 1852. Dalam peraturan tersebut, wanita publik diawasi secara langsung dan secara ketat oleh polisi (pasal 2). Semua wanita publik yang terdaftar diwajibkan memiliki kartu kesehatan dan secara rutin (setiap minggu) menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit syphilis atau penyakit kelamin lainnya (pasal 8, 9, 10, 11). Jika seorang perempuan ternyata berpenyakit kelamin, perempuan tersebut harus segera menghentikan praktiknya dan harus diasingkan dalam suatu lembaga (inrigting voor zieke publieke vrouwen) yang didirikan khusus untuk menangani perempuan berpenyakit tersebut. Untuk memudahkan polisi dalam menangani industri seks, para wanita publik tersebut dianjurkan sedapat mungkin melakukan aktivitasnya di rumah bordil. Sayangnya peraturan perundangan yang dikeluarkan tersebut membingungkan banyak kalangan pelaku di industri seks, termasuk juga membingungkan pemerintah. Untuk itu pada tahun 1858 disusun penjelasan berkaitan dengan peraturan tersebut dengan maksud untuk menegaskan bahwa peraturan tahun 1852 tidak diartikan sebagai pengakuan bordil sebagai lembaga komersil. Sebaliknya rumah pelacuran diidentifikasikan sebagai tempat konsultasi medis untuk membatasi dampak negatif adanya pelacuran. Meskipun perbedaan antara pengakuan dan persetujuan sangat jelas bagi aparat pemerintah, tapi tidak cukup jelas bagi masyarakat umum dan wanita publik itu sendiri. (Hull; 1997:5-6).

Dua dekade kemudian tanggung jawab pengawasan rumah bordil dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peraturan pemerintah tahun 1852 secara efektif dicabut digantikan dengan peraturan penguasa daerah setempat. Berkaitan dengan aktivitas industri seks ini, penyakit kelamin merupakan persoalan serius yang paling mengkhawatirkan pemerintah daerah. Tetapi terbatasnya tenaga medis dan terbatasnya alternatif cara pencegahan membuat upaya mengurangi penyebaran penyakit tersebut menjadi sia-sia (ENOI dalam Hull; 1997:6).
Pengalihan tanggung jawab pengawasan rumah bordil ini menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan permukiman membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat. Di Surabaya misalnya, pemerintah daerah menetapkan tiga daerah lokalisasi di tiga desa sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas pelacuran dan penyebaran penyakit kelamin. Selain itu, para pelacur dilarang beroperasi di luar lokalisasi tersebut. Semua pelacur di lokalisasi ini terdaftar dan diharuskan mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala (Ingleson dalam Hull; 1997:6).

Tahun 1875, pemerintah Batavia (kini Jakarta), mengeluarkan peraturan berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan. Peraturan tersebut menyebutkan, antara lain bahwa para petugas kesehatan bertanggung jawab untuk memeriksa kesehatan para wanita publik. Para petugas kesehatan ini pada peringkat kerja ketiga (tidak setara dengan eselon III zaman sekarang yaitu kepala biro pada organisasi pemerintahan) mempunyai kewajiban untuk mengunjungi dan memeriksa wanita publik pada setiap hari Sabtu pagi. Sedangkan para petugas pada peringkat lebih tinggi (peringkat II) bertanggung jawab untuk mengatur wadah yang diperuntukkan bagi wanita umumnya yang sakit dan perawatan lebih lanjut. Berdasarkan laporan pada umumnya meskipun telah dikeluarkan banyak peraturan, aktivitas pelacuran tetap saja meningkat secara drastis pada abad ke-19, terutama setelah diadakannya pembenahan hukum agraria tahun 1870, di mana pada saat itu perekonomian negara jajahan terbuka bagi para penanam modal swasta (Ingleson dalam Hull; 1997:6).


Perluasan areal perkebunan terutama di Jawa Barat, pertumbuhan industri gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pendirian perkebunan-perkebunan di Sumatera dan pembangunan jalan raya serta jalur kereta api telah merangsang terjadinya migrasi tenaga kerja laki-laki secara besar-besaran. Sebagian besar dari pekerja tersebut adalah bujangan yang akan menciptakan permintaan terhada aktivitas prostitusi. Selama pembangunan rel kereta api yang menghubungkan kota-kota di Jawa seperti Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyarakta dan Surabaya tahun 1884, tak hanya aktivitas pelacuran yang timbul untuk melayani para pekerja bangunan di setiap kota yang dilalui kereta api, tapi juga pembangunan tempat-tempat penginapan dan fasilitas lainnya meningkat bersamaan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan konstruksi jalan kereta api. Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa banyak kompleks pelacuran tumbuh di sekitar stasiun kereta api hampir di setiap kota. Contohnya di Bandung, kompleks pelacuran berkembang di beberapa lokasi di sekitar stasiun kereta api termasuk Kebonjeruk, Kebontangkil, Sukamanah, dan Saritem.

Sejarah perkembangan industri seks di Surabaya bisa dikatakan sangat unik karena sebagai kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan sebagai jalur perdagangan utama di Indonesia Timur, Surabaya pada saat penjajahan Belanda berkembang sebagai kota pelabuhan terkemuka, pangkalan angkatan laut, pangkalan para tentara garnisun dan sebagai daerah tujuan terakhir lintasan kereta api(kunto,1993;Dick,1993). Akibat dari perkembangan kota ini, pada abad ke-19 Surabaya menjadi terkenal karena aktivitas pelacuranya. Kondisi tersebut juga dikarenakan banyak kapal barang dan kapal angkatan laut yang memasuki pelabuhan dengan segera dikelilingi perahu-perahu kecil berisi para pelacur setempat yang mencari pelanggan baru. Hingga pertengahan abad ke-19 para pelacur diijinkan naik ke kapal milik angkatan laut dengan pertimbangan bahwa lebih baik mengawasi awak kapal yang mempunyai aktivitas pribadi di dalam kapal daripada membiarkan mereka berkeliaran didalam kota untuk mencari para perempuan penghibur tersebut.


Menurut catatan resmi kota Surabaya dinyatakan bahwa pada tahun 1864 terdapat 228 perempuan yang mempunyai profesi sebagai pelacur di kawasan Bandaran di pinggir Pelabuahan Tanjung perak. Dan di bawah pengawasan 18 pemilik rumah bordil. Angka ini meragukan karena dianggap terlalu kecil dan mungkin hanya menunjukan banyaknya pekerja seks yang terdaftar secara resmi. Simons membagi konsep pelacuran di Surabaya dalam delapan kategori sebagai berikut:

1. Pelacur yang mangkal di kedai-kedai kecil sekitar pelabuhan dan di kota pelabuhan itu sendiri.

2. Pelacur yang beroprasi di jalanan, berasal dari kampung-kampung setempat.

3. Rumah-rumah bordil di pusat kota milik orang Cina dan Jepang

4. Lokalisasi rumah-rumah bordil di kampung di pinggiran kota.

5. Jasa pelayanan seks terselubung yang diberikan oleh para pembantu rumah tangga perempuan lokal. 

6. Jasa seks amat terselubung yang dilakukan oleh para nyonya-nyonya (ibu rumah tangga) Belanda yang terkekang di rumah kepada sinyo-sinyo muda yang belum menikah.

7. Pelacur warga negara Eropa yang terorganisir di lokalosasi tertentu.

8. Pelacur homoseksual dan para pejantan.
(Sumber: Apriliani, Arinta Erma. 2011. Skripsi Pelacuran Remaja (Studi Tentang Pemaknaan Seks Komersial Di Kalangan Siswi SMA)).
Pelacuran merupakan sesuatau yang  melekat dengan dunia prostitusi dan fenomena yang ada di masyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekitar pemakaman, khususnya di Kembang Kuning. Bagaimana masyarakat mengkonstruksikan aktifitas prostitusi secara umum berbeda-beda pada masing-masing individu sesuai dengan realitas subjektif dan proses sosialisasi yang ia terima dalam kehidupan masyarakat. Dimana interaksi sosial informan tersebut  dengan masyarakat secara umum dan dengan masyarakat yang melakukan aktifitas prostitusi akan membentuk sejumlah realitas subjektif di dalam diri individu melalui internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi.

Kesimpulan


Penelitian tentang konstrusi sosial masyarakat sekitar pemakaman Kembang Kuning terhadap aktifitas prostitusi atau pelacuran menghasilkan suatu realitas bahwa lokalisasi di tengah masyarakat memberikan konstruksi yang berbeda. Karena setiap informan memiliki latar belakang yang bervariasi sehingga dalam mengkonstruksikan aktifitas pelacuran di makam Kembang Kuning juga memiliko variasi yang berbeda.
Konstruksi sosial dibangun melalui proses eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi yang dialami oleh individu selama kehidupanya. Proses ini berjalan secara terus menerus dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk memproduksi dunia sosial. Sejarah kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan karena mempengaruhi dunia sosial yang telah ada. Salah satu faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah latar belakang informan yang berbeda-beda diantaranya sebagai ketua RW, pemuka agama Islam, ahli waris makam, remaja yang tinggal disekitar area pemakaman, dan pedagang yang berjualan di arean pemakaman. Kemudian  mereka mengkonstruksikan aktifitas pelacuran di area makam tersebut. Selain latar belakang informan adanya perbedaan dalam mengkonstruksi aktifitas pelacuran juga dipengaruhi oleh bagaimana informan berinteraksi terhadap aktifitas tersebut. Sejauh informan berinteraksi dengan masyarakat komplek juga akan memberikan pengaruh kepada konstruksi sosial pelacuran yang mereka ciptakan.

Interaksi melalui hubungan kerja melihat sisi positif keberadaan lokalisasi dari faktor ekonomi dan interaksi sosial yang terbangun antara informan denga para pelaku pelacuran dan pelanggannya. Menurut informan keberadaan aktifitas pelacuran yang ada disekitar makam memberikan keuntungan baginya karena barang dagangannya laris setiap berjualan di area makam tersebut. Konstrusi sosial pelacuran yang dibangun bahwa pelacuran itu memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat yang berada di  sekitarnya tidak berlaku dalam hal ini kepada informan tersbut.

Latar belakang keagamaan memberikan konstruksi sosial pelacuran yang berbeda kepada masing-masing individu. Informan yang merupakan pemuka agama Islam dan memiliki pengetahuan agama yang lebih luas mengkonstruksikan aktifitas pelacuran yang terjadi di area makam Kembang Kuning dengan lebih menitiberatkan dalam  faktor agama. Pelacuran yang terjadi di makam Kembang Kuning sangat bertentangan dengan ajaran agama yang dianut informan. Makam  seharusnya adalah suatu tempat yang sakral dan sepi karena di dalamnya merupakan tempat dikuburkannya jasad orang yang telah meninggal dan  harus menghargai keberadaan makam tersebut, aktifitas pelacuran yang ada di area makam yang telah ada sejak puluhan tahun menginternaliasasikan bahwa adanya aktifitas pelacuran tersebut telah menjadi sesuatu yang biasa sehingga ada ketidak berdayaan untuk melawan aktifitas tersebut.

Konstruksi sosial pelacuran yang dibangun bahwa pelacuran itu memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya. Hal ini dipengaruhi pengalaman hidup karena telah lama bertempat tinggal di kawasan sekita pemakaman Kembang Kuning oleh pejabat desa selaku ketua RW. Bahwa dengan upaya pembinaan dan pendekatan secara persuasif juga tidak akan mampu untuk memutus mata rantai hukum pasar yang berlaku dalam pelacuran. 

Konstuksi sosial informan mengenai aktifitas pelacuran yang  merupakan ahli waris makam  sangat tidak setuju dengan  keberadaan segala aktifitas pelacuran yang tejadi di area makam, selain  telah  lama tinggal dan menetap selama puluhan tahun aktifitas prostitusi dilakukan tepat di atas makam keluarga yang telah meninggal dan di makamkan di pemakaman Kembang Kuning sehingga muncul upaya-upaya untuk menghindari aktifitas tersebut.


Pelacuran yang ada di pemakaman Kembang Kuning ini telah lama ada dan berkembang selama puluhan tahun sehingga semakin susah untuk diberantas dan dihilangkan secara permanen. Meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh  pemerinta maupun warga sekitar. Diantaranya upaya yang dilakukan pemerintah dengan  melakukan razia dan penertiban yang dilakukan berulang kali melalui Satpol PP, Garnisun dan keamanan makam tersebut. Warga masyarakat sekitar juga melakukan  upaya-upaya untuk mencegah keberadaan para pelacur dan segala aktifitasntya di area makam. Beberapa cara yang dilakukan warga diantaranya dengan  banyaknnya pagar yang sangat tinggi dan kuat yang mengelilingi makam sehingga makam kerabatanya tidak dipergunakan untuk berzina oleh para pelacur dan pelanggannya, cara selanjutnya dengan memberikan penerangan di area makam sehingga makam tersebut mudah di amati dan di awasi. Meskipun upaya-upaya tersebut belum maksimal dalam mencegah adanya kegiatan prostitusi tersebut.
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